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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1.  Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di bagian Pengelolaan Wisma DPR sangat 

mendukung dalam tercapainya visi organisasi dengan meningkatkan kualitas, 

kompetensi dan kinerja pegawai di bagian pengelolaan Wisma Setjen DPR.  

2.  Materi disusun berdasarkan dari hasil  evaluasi dan pantauan ketika pelatihan 

berlangsung dengan tujuan pelatihan kedepannya akan lebih baik dan efisien, hal ini 

sangat dibutuhkan dalam bentuk penambahan keterampilan-keterampilan  khusus, 

Informasi terupdate atau terkini  yang saat ini diperlukan yang sedang terjadi di 

dunia kerja . 

3.  Ditemukan adanya tiga fenomena yang menjadi dasar sebagai pendalaman dalam 

penelitian ini diantaranya adalah masih banyaknya Pegawai Negri Sipil dibagian 

Pengelolaan Wisma DPR yang belum terpenuhinya hak mendapatkan pelatihan 20 

jam pelajaran dalam satu tahun, peserta pelatihan yang ditunjuk mengikuti pelatihan  

hanya untuk menggugurkan kewajiban saja sebagai peserta pelatihan, tidak ada 

budaya transfer knowledge yang bermanfaat untuk unit organisasi, padahal 

harapanya adalah setelah peserta mengikuti pelatihan akan menjadi tepat guna bagi 

unit organisasi dan mampu menularkan ilmunya ke SDM yang lainnya dibagian 

Pengelolaan Wisma DPR, Masih banyak complain atau rasa tidak puas dari 

pengguna layanan wisma DPR. 

4.  Metode yang digunakan dan metode yang dipilih baiknya disesuaikan dan 

berbanding lurus dengan jenis pelatihan yang akan dibutuhkan dengan unit 

organisasi untuk meningkatkan kualiats individu SDM maupun unit kerja yang 
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membutuhkan pelatihan pelatihan tersebut yang antara lain service excellent, 

hospitality, Lean Leadership sense of belonging, dan public speaking. 

5.  Kemampuan instruktur sangatlah penting dalam pelatihan karena instruktur atau 

pelatih yang menguasai materi akan sangat memudahkan peserta dalam memahami 

semua materi yang  disampaikannya dengan cara mengikuti sertifikasi dan 

sebagainya, dengan mencari sumber-sumber informasi yang mungkin berguna dalam 

mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan bagi unit organisasi yang membutuhkan 

pelatihan. 

6.  Sarana dan prasarana sangatlah penting dalam menunjang terlaksananya pelatihan, 

sarana dan prasarana yang lengkap akan sangat membantu berjalannya proses 

pelatihan dengan aprinsip-prinsip pembelajaran pedoman dimana proses 

pembelajaran akan berjalan lebih efektif 

7.  Peserta pelatihan, Sangat penting untuk memperhitungkan atau menunjuk calon 

peserta pelatihan tipe pekerja dan jenis pekerjaan yang akan membutuhkan pelatihan, 

dengan menunjuk peserta pelatihan yang tepat pada satu unit organisasi maka 

diharapkan SDM yang ditunjuk tersebut akan membawa manfaat banyak pada bagian 

unit organisasi itu sendiri khususnya dan unit organisasi pada umumnya dan harapan 

besarnya adalah  peserta yang ditunjuk dapat mentransfer knowledge atau 

menularkan ilmunya kepada teman-teman di ruang kerjanya. 

8.  Evaluasi pelatihan juga sangat penting setelah mengadakan pelatihan dan hendaknya 

dievaluasi hasil yang didapat didalam pelatihan, dari temuan kritik maupun saran 

saran yang positif maupun negative dijadikan sebagai perbaikan sistem pelatihan dan 

mencarikan solusi serta perbaikan – perbaikan dengan harapan mampu menghadapi 

tantangan-tantangan globalisasi yang begitu cepat perubahannya.  
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9.  Evaluasi pelatihan dijadikan masukkan dan saran dalam memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pelayanan dalam sarana pelatihan. 

10. Sarana pelatihan dibawah Pusdiklat Sekretariat Jenderan DPR RI yang berlokasi di 

Wisma Kopo dan Perkantoran Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara satu 

lantai tiga sudah sesuai dan menunjang untuk melakukan pelatihan, namun butuh 

penambahan ruang kelas, jumlah wisma, dan menambah ruang laboraturium 

komputer. 

B. Saran 

a. Para Pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI harus berperan aktif dalam 

pengembangan kompetensi Pegawai Negri Sipil. 

b. Mengkombinasikan metode pelatihan misalnya dengan game atau out bound untuk 

mengembangkan semangat dan konsentrasi peserta.             

c. Perbaikan kualitas pelayanan Bagian Pengelolaan Wisma dengan cara peserta      

menguasai materi pelatihan untuk kedepannya melayani dan membantu kinerja 

Anggota Dewan maupun kedinasan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

d. Kualitas instruktur pelatihan perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan diminati peserta 

pelatihan, karena dengan instruktur yang kompeten dan menguasai materi pelatihan, 

peserta akan antusian dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan instruktur 

itu sendiri. 

e. Membangun semangat dan motivasi para peserta pelatihan supaya mengikuti dengan 

antuisias dan memenuhi JP Pelatihan salah satunya adalah dengan mengkombinasi 

kegiatan pelatihan di luar ruang kelas agar peserta tidak jenuh, kemudian diadakan 

pelatihan off the job training dengan hotel yang berkualitas baik, atau diselingi dengan 

game, out bound agar membangkitkan semangat dan konsentrasi mereka para peserta 

pelatihan. 
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f. Mengklasifikasi pegawai yang belum memenuhi jam pelajarannya dalam satu tahun 

dan segera untuk ditindaklanjuti dan mengikuti pelatihan sebagai bagian dari hak dan 

kewajiban 20  jam pelajaran dalam satu tahun. 

g. Pelatihan tidak hanya untuk menggugurkan melaksanakan pelatihan saja melainkan 

mempunyai harapan besar dapat membudayakan sharing knowledge diantara pegawai 

dibagian Pengelolaan Wisma DPR sehingga dapat menularkan pengetahuan baru 

sesama pegawai. 

h. Membudayakan sharing knowledge sesama pegawai setelah selesai melaksanankan 

pelatihan sehingga pelatihan yang dilaksananakan di setiap unit organisasi akan 

efektif dengan baik. 
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